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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pegawai negeri sipil yang saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil

Negara (ASN) mempunyal peranan penting dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya, Hal ini sejalan dengan amanat UU No.5 Tahun 2014

Tentang aparatur sipil Negara yang menjelaskan tugas dan fungsi ASN

sebagai: 1) Pelaksana kebijakan publik, 2) Pelayan publik, 3 ) Perekat

dan pemersatu bangsa. Sehingga pelaksanaan diklat pola baru

mengarahkan peserta diklat untuk memahami betui tugas dan fungsinya

di lingkungan kerja. Pemahaman ini dibangun melalui mata diklat yang

terakumulasi dalam kata ANEKA yaitu ; 1)Akuntabilitas, 2) Nasionalisme,

3) Etika Publik, 4) Komitmen Mutu, 5) Anti Korupsi.

Perubahan terkait kinerja Aparatur Sipil Negara saat ini merupakan

suatu keharusan jika disandarkan dengan perkembangan dan tuntutan

good governance, yaitu profesionalisme, akuntabilitas, penegakan etika

dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada dasamya,

Good governance diarahkan untuk mengimplementasikan tata kelola

pemerintahan yang ideal. Maka, kompetensi Aparatur Sipil Negera yang

memiliki kompetensi tinggi menjadi variabel penting dalam rangka

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang ideal dan berorientasi pada

pelayanan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan manajemen sumber

daya aparatur sipil negara yang baik guna mengimplemetasikan hal

tersebut.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah dalam pengembangan sumber daya

manusia aparatur negara agar memiliki profesionalitas kinerja.

Pemerintah mengeluarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
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WIWUII 1.1 I

Negeri. Undang - Undang ini juga mengedepankan tentang kualifikasi,

dan kompetensi yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negeri untuk

melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan selaras

dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Aparatur

Sipil Negeri yang umum disebut sebagai birokrat saat ini nnerujuk kepada

sebuah profesi pelayanan publik yang harus memiliki kualifikasi dan

kompetensi guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

yang lebih baik sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Setiap CPNS wajib untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada satuan kerja

masing-masing. Sebelum mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut, peserta

menginternalisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam proses latihan

dasar, hal ini merupakan penerapan kurikulum baru sesuai dengan

peraturan kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 38 tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan CPNS Golongan III. Sistem int menuntut setiap peserta diklat

untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, komitmen mutu, dan Anti

Korupsi yang disingkat menjadi ANEKA.

Melalui proses pembelajaran ini, setiap peserta Diklat Latsar harus

dapat menemukan dan mengungkapkan makna dibalik penerapan nilai-

nilai dasar tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatan yang telah

dirancangkan yang akan dilaksanakan di unit kerja masing-masing.



1. VISI MISI BIRO PROTOKOL

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan keahlian DPR Rl sebagaimana diubah dengan Peraturan
Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Biro Protokol mempunyai
tugas menyelenggarakan dukungan keprotokotan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan
Badan Keahlian.

a. Visi

Visi dari Pimpinan Tinggi Pratama Biro Protokol adalah

"Terwujudnya penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian secara Profesional"

b. Misi

Sedangkan Misi dari Biro Protokol adalah :

1. Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam acara

Pimpinan, Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan

PenA/akilan Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat

Jenderal, dan Badan Keahlian.

2. Terselenggaranya dukungan keprotokolan kepada Pimpinan,

Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia serta Sekretariat Jenderal, dan

Badan Keahlian di bandara.

3. Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam upacara

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat

Jenderal, dan Badan Keahlian.

4. Terselenggaranya penyaluran delegast masyarakat dan

penyelenggaraan urusan logistik keprotokolan.



c. Struktur Organisasi

Deputi Bidang Administrasi

Biro Protokol

Bagian Upacara

dan PDM

Kasubbag

PDM

Analis Humasdan Protokol

Jnspektorat Utama

m

d. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Humas dan Protokol

Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja

Pegawai Negeri Sipi! disebutkan pada Pasal 1 poin 3 bahwa



Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang

akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tatiun.

Tugas pokok jabatan Analis Humas dan Protokolan sebagai

berikut:

1. Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala

Bagian.

2. Menyusun tata urutan acara di dalam penerimaan tamu atau

kegiatan upacara dalam kategori acara atau upacara dengan

kompleksitas tinggi.

3. Menata tempat acara atau tempat upacara berdasarkan

ketentuan keprotokolan untuk kelancaran pelaksanaan acara

atau upacara dalam kategori acara atau upacara dengan

kompleksitas tinggi.

4. Menjadi koordinator datam pelaksanaan kegiatan keprotokolan

di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan ekstemal

terkait pelaksanaan acara atau upacara daiam kategori acara

atau upacara dengan kompleksitas tinggi.

6. Melaksanakan tugas sebagai pembawa acara pada acara atau

upacara dalam kategori acara atau upacara dengan

kompleksitas tinggi.

7. Mengantar dan menjemput Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan tamu dalam acara Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal, dan Badan

Keahlian berdasari<an perintah atasan agar tepat sampai

tujuan dalam kategori acara dengan kompleksitas tinggi.



8. Memandu kunjungan tamu (rombongan) untuk bertemu

dengan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia sesuai jadwal yang ditentukan agar

kunjungan berjalan lancar.

9. Menyusun laporan jumlah kegiatan penerimaan tamu pada

acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretahat Jenderal, dan Badan Keahlian.

10. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai

taporan kinerja

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis

Berdasarkan uraian tugas pokok diatas, dan dengan

kesepakatan antara penulis dan pejabat penilai maka Sasaran

Kinreja Pegawai yang telah disetujui iaiah membuat laporan

kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan kinerja.

Membuat laporan tersebut dilaksanakan setiap kegiatan

penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat yang dating ke

DPR Rl baik bersurat maupun tidak bersurat, dan juga terjadwal

maupun tidak tidak terjadwal.

2. KONDISI SAAT INI

Penulis pada bagian ini akan menjelaskan kondisi yang ada di

bagian upacara dan penyaluran delegasi masyarakat. Beberapa hal

ini merupakaan kondisi yang ada di bagian upacara dan penyaluran

delegasi masyarakat.

a. Belum tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait Surat

Penmlntaan MC (pembawa acara)
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Kerangka acuan kerja terkait surat permintaan MC

menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan bagaimana

suatu acara dipandu secara runtut agar dapat berjalan dengan

baik. Banyak kegiatan-kegiatan Ketua dan Wakil Ketua yang

nnembutuhkan MC (pembawa acara). Tak hanya kegiatan

pimpinan, kegiatan bagian lain pun sering kali melibatkan

peranan MC di dalamnya. Bagian Upacara dan Penyaluran

Delegasi Masyarakat yang sering mendapatkan permintaan MC

tersebut.

b. Belum optimalnya pelayanan penerimaan dan penyaluran

delegasi masyarakat di DPR Rl.

DPR Rl sebagai representasi dan rakyat. tentu

membutuhkan aspirasi rakyat sebagai modalnya. Lewat aspirasi

rakyat tersebutlah pembangunan, penyelesaian sengketa dan

Iain-Iain menjadi masukan bagi Anggota Dewan dalam

menyuarakan pendapatnya. Maka aspirasi rakyat menjadi

penting dalam menciptakan DPR Rl yang lebih dekat dengan

masyarakat.

Sebagai unsur pendukung administrative maupun

substantif, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

tentu melakukan upaya menjaring aspirasi tersebut terutama

bagi masyarakat yang datang langsung ke DPR Rl. Masyarakat

yang datang langsung ke DPR Rl tentu beragam, baik yang

sudah membawa surat maupun yang tidak membawa surat.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl tentu

mempunyai tugas untuk mengakomcxJir aspirasi yang masuk

tersebut. Sebagai Aparatur Sipil Negara, tentu salah satu fungsi
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nya adalah terkait pelayanan. Masyarakat yang datang tentu

beragam keperluan dan beragam pula asalnya. Maka, peiiu

beragam cara pula daiam pendekatan terhadap delegasi

masyarakat yang datang.

Dalam memberikan petayanan terhadap masyarakat,

bagian upacara dan penyaluran delegasi masyarakat dirasa

penulis belum memberikan pelayanan yang optimal. Disamping

terkait dengan tupoksi anta bagian di DPR Rl yang begitu tipis.

Dalam hal penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat di

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat masih

bertumpu oleh Kasubbag Penyaluran delegasi masyarakat dan

juga analis humas dan protokol yang hanya berjumlah satu

orang saja.

Kemampuan komunikasi tentu menjadi pennasalahan

utama dalam menerima delegasi masyarakat Untuk beberapa

hal di internal mungkin banyak staf di bagian upacara dan

penyaluran delegasi masyarakat yang tahu dan bias

menjelaskan. Namun, hal tersbut tentu berbeda jika terjun

langsung menemui masyarakat yang ada dilapangan. Maka,

perlunya pengoptimalan dalam penerimaan dan penyaluran

delegasi masyarakat menjadi poin penting yang di angkat dalam

tulisan ini.

c. Belum optimalnya penggunaan alat-alat digital dalam koordinasi

keprotokolan

Dalam menjalankan tuga keprotokolannya, petugas

protokol dilapangan sering menemui kendala dalam hal

berkomunikasi terutam masalah sandi-sandi yang digunakan.
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3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

a. Tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait Permintaan MC

(Pembawa acara) supaya dalam hal administratif menjadi jelas alur

diposisinya.

b. Optimalnya panduan terkait penyaluran delegasi masyarakat guna

mempermudah kinerja analis humas dan protokol dalam

menjalankan tugas penerimaan deleasi masyarakat. selain itu juga,

Analis Humas dan Protokol dapat dengan mudah mengetahui

langkah-langkah dalam menehma delegasi masyarakat

c. Terlaksananya keselarasan yang optimal dalam hal pengetahuna

terkait sandi yang digunakan dalam pola hubungan khususnya

dalam penggunaan HT.

4. IDENTIFIKASI ISU

Berdasarkan pengamatan slama beberapa bulan bekerja di Bagian

Upcara dan Penyaluran Delegasi masyarakat, penulis menemukan

t)eberapa isu yang layak di bahas pada kegiatan aktualisasi ini. Dalam

rancangan aktualisasi ini penulis mengangkat beberapa isu yang

merupakan hasil dari pengamatan dan diskusi dengan rekan kerja di

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat. Dengan kondisi

yang telah disebutkan maka isu yang akan diidentifikasi adalah sebagai

berikut:

a. Belum tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait permintaan MC

(Pembawa Acara) oleh bagian lain kepada Bagian Upacara dan

Penyaluran Delegasi Masyarakat (PDM).
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b. Belum optimalnya pelayanan Penerimaan Detegasi masyarakat pada

Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

c. Belum optimalnya penggunaan alat-alat digital dalam koordinasi

keprotokolan

5. TEKNIK ANALiSIS USG

Metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) merupakan
salah satu cara menetapkan prioritas masalah dengan

mempertimbangkan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas.

Kemudian seberapa serius isu tersebut harus dibahas sehtngga tdak

menimbulkan masalah yang lain. Dan juga, dseberapa mungkin isu

tersebut berkembang kearah yang buruk.

Belum tersedianya Kerangka

Acuan Kerja terkait permintaan MC

(Pembawa Acara) oleh bagian lain

kepada Bagian Upacara dan

Penyaluran Delegasi Masyarakat

(PDM).

Alasan dengan banyaknya

permintaan MC kepada Bagian

Upacara dan penyaluran Delegasi

14
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masyarakat, maka kerap kali

permintaan MC tersebut

menemukan beberapa kendaia

baik secara informal maupun juga

adminstratif

Belum optimalnya pelayanan

Penerimaan dan Penyafuran

Delegast masyarakat pada Bagian

Upacara dan Penyaluran Deiegasi

Masyarakat

Alasan : Pelayanan Penerimaan

dan Penyaluran Defegasi

Masyarakat menjadi salah satu

wajah birokrasi Sekretariat

Jenderat dan Badan keahiian DPR

Rl dalam hal pelayan. Maka, sudah

sepatutnya keterampilan dan

kemampuan dalam hal Penerimaan

dan penyaluran deiegasi

masyarakat di perhatikan.

Beium optimalnya penggunaan

alat-alat digital dalam koordinasi

keprotokolan.

Alasan : dalam menajalankan tugas

15
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keprotokolan nya, petugas protokol

dihadpkan dengan penggunaan HT

daiam berkoordinasi di iapangan.

Terkadang, penggunaan HT

menemui kendala dimana belum

adanya penyeragaman dalam hal

berkomunikasi terlebih terkait

sandi-sandi yang digunakan.

Ket;

U : Urgency

S: Seriousness

G : Growth

Dalam menentukan prioritas masalah kami lakukan dengan

menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth).

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas

masalah dengan metode teknik sciring 1-5 dan dengan

mempertimbangkan tiga komponene dalam metode USG.

Berdasarkan metode penapisan isu menggunakan metode USG

maka diperoleh Isu Kedua yaitu "Belum optlmalnya pelayanan

Penerimaan Delegasi masyarakat pada Bagian Upacara dan

Penyaluran Delegasi Masyarakat". Isu belum optlmalnya pelayanan

Penerimaan Delegasi masyarakat pada Bagian Upacara dan

Penyaluran Delegasi Masyarakat menjadi isu yang terpilih untuk

diangkat dalam tulisan ini. Adapun pembahasan terkait pendekatan

USG dengan isu yang pilih adalah sebagai berikut;

• Urgency

16



Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut hanjs dibahas bila

dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan

waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu

tersebut. Karena Isu pelayanan penerimaan dan penyaluran delegasi

masyarakat berkaitan langsung dengan masyarakat. maka isu ini

menjadi isu yang mendesak untuk bahas. Karena bersentuhan

langsung dengan masyarakat, maka pelayanan ini menjadi wajah dari

Sekretariat Jenderal dan badan keahlian DPR Rl dalam hal

pelayanan. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal pelayanan terhadap

masyarakat diupayakan secepat mungkin demi terciptanya pelayanan

yang prima.

Seriousness

Seriousness adalah seberapa isu tersebut perlu dibahas bila

dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan

masalah yang menimbulkan isu terebut atau akibat yang

menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu

tidak diperhatikan. Kaitannya dengan penerimaan dan penyaluran

delegasi masyarakat, dalam hal seriousness menjadi sangat tinggi.

Masyarakat yang datang ke DPR Rl sangatlah banyak, hal ini

dikarenakan DPR Rl sebagai representasi dari masyarakat. Oleh

karena itu, pelayanan terhadap penerimaan dan penyaluran delegasi

masayrakat menjadi Isu yang serius. Dengan pelayanan yang baik,

wajah dari birokrasi khususnya Sekretariat Jenderal dan badan

keahlian DPR Rl menjadi semakin baik pula.
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• Growth

Growth adalah seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut

menjadi berkembang bita dikaitkan dengan kemungkinan maslaha

penyebab isu akan semakin memburuk bila dibiarkan. Dalam hal

pelayanan penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat, dengan

pelayanan yang baik diharapkan hal tersebut dapat membuat citra

positif bagi masayrakat yang datang langsung ke DPR Rl. apabila hal

pelayanan tidak diperbarui dan tidak berkembang, maka

penmasalahan tersebut dapat menjalar keranah citra DPR Rl yang

tertutup dan tidak dapat mengakomodir suara-suara masyarakat.

6. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Dalam mengatasi permasalahan belum optimalnya pelayanan

penerimaan delegasi masyarakat. penulis mempunyai gagasan

pemecahan isu yaitu panduan dan checW/sfterkait penerimaan delegasi

masyarakat.

Panduan penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat yang

akan dicoba untuk diaktualisasikan dalam habituasi berisi terkait dengan

pedoman yang dapat digunakan dalam penerimaan dan penyaluran

delegasi masyarakat. Pada panduan tersebut penulis akan mencoba

untuk mengisi dukungan terkait dengan pengetahuan ke DPRan mulai

dari Alat Kelengkapan Dewan hingga pengetahuan terkait denah

keOPRan supaya apabila jumlah delegasi yang datang bersamaan

maka, dapat dibantu oleh jabatan lain selain Analis Humas dan Protokol

agar penerimaan dan penyaluran delegasi masih bisa tetap berjalan

dengan baik.

18



Kaitannya dengan Checklist, hal ini dapat berguna dalam proses

pelaporan kerja dari Analis Humas dan Protokol maupun jabatan lain

yang membantu tugas dan fungsi dari Analis Humas dan Protokol.

Pada checklist tersebut Penulis merencanakan checklist berisi:

1. Tanggal penerimaan

2. Nama ;

3. Asal delegasi:

4. Jumlah delegasi;

5. Permasalahan :

6. Penerima Delegasi;

7. Anallsis:

Dengan checklist ini diharapkan Analis Humas dan Protokol

maupun jabatan lain yang menerima dapat menyalurkan secara tepat

kepada bagian-bagian yang memiliki kewenangan yang diharapkan. Hal

tersebut juga berguna dalam pengadministrasian yang lebih baik.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya rancangan aktualisasi ini adalah tersedianya

panduan dan checklist terkait penerimaan dan penyaluran delegasi

masyarakat yang nantinya dapat digunakan sebagi pedoman Analis

Humas dan Protokol dalam menghadapi delegasi masyarakat.

C. MANFAAT

Terdapat beberapa manfaat dalam pembuatan rancangan

aktualisasi ini yaitu menjadi panduan Analis Humas dan Protokol dalam

menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Dapat menjadi panduan bagi Analis Humas dan Protokol yang akan

melaksanakan tugasnya.

2. Menghindari kesalahan dalam penyaluran delegasi masyarakat.

19



3. Jelasnya persamaan perlakuan bagi masyarakat yang akan datang

dan bertemu dengan Anggota DPR Rl.
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BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

I T I I \

A. Rancangan Aktualisasi

UnK Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang

Diangkat

Gagasan

Pemecahan Isu

Baglan Upacara dan PDM

a. Belum tersedianya Kerangka Acuan Kerja terkait
permintaan MC (Pembawa Acara) oleh bagian lain kepada
Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat
(PDM).

b. Belum optimalnya pelayanan Penerimaan Delegasi
masyarakat pada Bagian Upacara dan Penyaluran
Delegasi Masyarakat

0. Belum optimalnya penggunaan alat-alat digital dalam
koordinasi keprotokolan

Belum optimalnya pelayanan Penerimaan Delegasi
masyarakat pada Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi
Masyarakat

Membuat panduan dan checklist penerimaan delegasi
masyarakat
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No.

Kegitan dan tahapan

Kegiatan

Rapat dengan
jajaran Bagian
Upacara dan
Penyaluran
Delegasi
Masyarakat

Tahapan Kegiatan

1. Penjadwalan waktu
rapat ke bagian TU

2. Pembuatan

Undangan Rapat
3. Pelaksanaan rapat
4. Pembuatan laporan

singkat hasil rapat

Output/Hasll

1. Undangan Rapat
2. Daftar hadir

kegiatan rapat
3. Laporan singkat

hasil rapat
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Keterkaltan SubstansI

Mata Pelatihan

1. Niiai akuntabilitas; nilai

akuntabe) dibuktikan

penulis dengan membuat

pertanggungjawaban

yang dapat penulis

pertanggungjawabkan,

seperti undangan, daftar

hadir dan lapsing yang

membuktikan jika penulis

benar-benar

melaksanakan rapat.

2. Naslonallsme: Terutama

tercermin dari nilai sila

yang keempat yaitu

musyawarah dan

mufakat. Penulis

bermusyawarah dengan

jajaran unit upacara dan

PDM agar menghindarl

kesalahan dalam

pembuatan pedoman dan

checklist penyaluran

Kontrlbusi

Terhadap VIsi

MIsi Organlsasi

Berkontribusi

terhadap misi
Biro Protokol

yaitu
terselenggaranya
penyaluran
delegasi
masyarakat dan
penyelenggaraan
urusan logistik
keprotokolan

Penguatan Nilai

Organlsasi

1. Akuntabel:

tercermin dalam

nilai akuntabilitas

ASN, dimana
kegiatan ini
dapat
dipertanggungja
wabkan oleh

penulis dengan
membuat

undangan,
lapsing, dan
daftar hadir.

2. Profesionai:

penulis

mengerjakan

kegiatan ini

dengan

mengedepankan

nilai professbnal

dimana penulis

mengutamakan

kepentingan

organlsasi

terlebih dahulu,

dibandingkan



delegasi masyarakat.
• •

dengan

3. Etika Publlk; Tercermin kepentingan

dalam sikap penulis prtbadi dalam

dalam berdiskusi dalam berdiskusi

rapat yang dengan mentor

mengedepankan sikap dalam

sopan dan santun dalam menentukan

mengemukakan I materi mana

pendapat terf<ait proses yang akan dipilih.

yang akan dilakukan 3. Integritas: nilal

dalam pembuatan integritas

pedoman dan checklist. tercermin darl

4. Komltmen Mutu; kegiatan Ini,

Tercermin dalam kualitas dimana penulis

diskusi rapat yang melakukan

diarahkan penulis sesuai kegiatan

dengan mutu yang ingin pengumpulan

dicapai dan fokus materi ini secara

sehingga target rapat konslsten.

dapat terlaksana

Peran dan Kedudukan

ASN

1. Pelayanan Publik:

Tercenmin dalam kegiatan

ini yang merupakan sebuah

kegiatan yang menunjang

pelayanan bagi publlk.
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Mengumpulka
n materi-

materi terkait

DPRRI

1. Mengumpulkan
dan meminta

materi terkait

pembuatan
pedoman dan
checklist

penyaluran
delegasi
masyarakat.

2. Membaca materi

terkait

pembuatan

SOP Penyaluran
Delegasi Masyarakat

Dimana pedoman dan

checklist penyaluran

delegasi masyarakat

nantlnya akan digunakan

untuk kepentingan

masyarakat luas yang akan

dating ke DPR Ri.

2. Whole of Government:

Dalam rapat internal yang

dilakukan oleh penulis,

terdapat kerjasama yang

dilakukan antara penulis

dengan atasan, ataupun

sesame pegawai di Bagian

Upacara dan POM.

a. Nilai akuntabllltas;

Tercermin dari tahapan

pennintaan dan

pengumpulan materi,

yaitu menggunakan

literatur yang sumbemya

dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Nilai naslonallsme;
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Berkontribusi

terhadap misi
Biro Protokol

yaitu
terselenggaranya
penyaluran
delegasi
masyarakat dan
penyelenggaraan
urusan logistik
keprotokolan

Akuntabel; tercerniin

dalam nilai

akuntabilitas ASN,
dimana kegiatan ini
dapat
dipertanggungjawabk
an oleh penulis
dengan membuat
undangan, lapsing,
dan daftar hadir.

Profeslonal: penulis
mengerjakan kegiatan
ini dengan



penyaluran
delegasi
masyarakat.
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Pengumpulan materi

juga dilakukan dengan

berkoordinasi dengan

mentor sehingga juga

memiliki nilai

nasionalisme

khususnya sila ke

empat, yaltu

musyawarah dan

mufakat.

c. Nilai etika publik:

Tercemiin daiam sikap

penulis daiam

berdiskusi dengan

mentor, penuiis

mengedepankan sikap

sopan dan santun

daiam membuat janji

dan berdiskusi

mengenai bahan apa

saja yang akan

dijadikan materi dalam

pembuatan pedoman

dan dieckiist.

Peran dan Kedudukan

ASN:

a. Pelayanan Publik;

mengedepankan nilai
professional dimana
penulis
mengutamakan
kepentingan
organisasi terleblh
dahulu, dibandingkan
dengan kepentingan
pribadi dalam
berdiskusi dengan
mentor dalam

menentukan materi

mana yang akan
dipilih.

Integrltas; nilai
Integritas tercenmin
dan kegiatan ini,
dimana penulis
melakukan kegiatan
pengumpulan materi
ini secara konsisten.



Pembuatan

Desain

Panduan dan

Checklist

1. Membuat konsep
desain Panduan dan

Checklist penyaluran
delegasi masyarakat
dengan menggunakan
MS. Word,

2. Membuat konsep
desain Panduan dan

Checklist penyaluran
delegasi masyarakat
dengan menggunakan
Canva.

1. Desain Panduan

dan Checklist

penyaluran delegasi
masyarakat dengan
menggunakan MS.
Word

2. Desain Panduan

dan Checklist

penyaluran delegasi
masyarakat dengan
menggunakan
Canva.
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Tercermin dalam I

kegiatan ini yang :

merupakan sebuah

kegiatan yang

menunjang pelayanan

bagi publik. Dimana

pedoman dan checklist

penyaluran delegasi

masyarakat nantinya

akan digunakan untuk

kepentingan

masyarakat luas yang

akan datang ke DPR

Rl.

a. Nilai akuntabilitas:

Tercermin dan tahapan

membuat desain, baik

menggunakan MS. Word

ataupun Canva, yang

penulls dapat

pertanggungjawabkan.

b. Nilai naslonallsme;

Pengumpulan materi juga

dilakukan dengan

bert^oordinasi dengan

mentor sehingga juga

Berkontribusi

tertiadap misi
Biro Protokol

yaitu
terselenggaranya
penyaluran
delegasi
masyarakat dan
penyelenggaraan
urusan logistik
keprotokolan

a. Akuntabel;

tercermin dalam

nilai akuntabilitas

ASN, dimana

materi yang

dikumpulkan

dalam kegiatan

ini dapat

dipertanggungjaw

abkan oleh

penulls.
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memiliki nilai

nasionalisme khususnya

sila ke empat, yaitu

musyawarah dan

mufakat.

c. Nilai etika publlk:

Tercermin daiam sikap

penuiis daiam berdiskusi

dengan mentor, penuiis

mengedepankan sikap

sopan dan santun daiam

membuat janji dan

berdiskusi mengenai

bahan apa saja yang

akan dijadikan materi

daiam pembuatan

pedoman dan checkiist.

d. Komitmen mutu:

kegiatan ini sangat

mengedepankan niiai

komitmen mutu karena

dengan pengetjaan yang

efektrf dan efisien, mutu

desain yang baik akan

dihasiikan. Komitmen

mutu juga dijaga dengan

mendiskusikan desain

b. Profeslonal;

penuiis

mengeijakan

kegiatan ini

dengan

mengedepankan

nilai professional

dimana penuiis

mengutamakan

kepentingan

organisasi

terlebih dahulu,

dibandingkan

dengan

kepentingan

prlbadi dalam

berdiskusi

dengan mentor

daiam

menentukan

materi mana

yang akan dipiiih.

c. Integritas; nilai

integritas

tercennin dari

kegiatan ini,

dimana penuiis



Rapat
Sosialisasi

Bagian
Upacara dan
PDM

di

1. Penjadwalan waktu
rapat ke bagian TU

2. Pembuatan

Undangan Rapat
3. Pelaksanaan rapat
4. Pembuatan laporan

singkat hasil rapat

1. Undangan Rapat
2. Daftar hadir

kegiatan rapat
3. Laporan singkat

hasil rapat

pedoman dan checklist

penyaiuran deiegasi

masyarakat dengan

mentor.

Peran dan Kedudukan

ASN

a. Pelayanan Publlk;

Tercemriin dalam

kegiatan ini yang

merupakan sebuah

kegiatan yang menunjang

pelayanan bagi publik.

Dimana pedoman dan

checklist penyaiuran

deiegasi masyarakat

nantinya akan digunakan

untuk kepentingan

masyarakat luas yang

akan datang ke DPR Ri.

1. Nilai akuntabllitas; nilai

akuntabel dibuktikan

penulis dengan membuat

pertanggungjawaban

yang dapat penulis
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Berkontribusi

terhadap misi
Biro Protokol

yaitu
terselenggaranya
penyaiuran
deiegasi

melakukan

kegiatan

pengumpulan

materi ini secara

konsisten.

1. Akuntabel;

tercermin dalam nilai

akuntabilitas ASN,

dimana materi yang

dikumpulkan dalam
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pertanggungjawabkan, masyarakat dan

seperti membuat Pe"yele"3f^ Iurusan logistik
undangan, daftar hadir' keprotokolan
dan lapsing yang I
membuktikan jika penulis

benar-benar

melaksanakan rapat.

2. Nasionallsme:

Tenjtama tercermin dari

nilai sila yang keempat

yaitu musyawarah dan

mufakat. Penulis

benmusyawarah dengan

jajaran unit upacara dan

PDM agar menghindari

kesaiahan dalam

pembuatan pedoman dan

checklist penyaluran

delegasi masyarakat.

3. Etika Publik:

Tercemnin dalam sikap

penulis dalam berdiskusi

dalam rapat yang

mengedepankan sikap

sopan dan santun dalam

mengemukakan

pendapat terkait proses

kegiatan ini dapat

dipertanggungjawab

kan oleh penulis.

2. Profesional:

penulis mengerjakan

kegiatan ini dengan

mengedepankan

nilai professional

dimana penulis

mengutamakan

kepentingan

organisasi terlebih

dahuiu,

dibandingkan

dengan kepentingan

pribadi dalam

berdiskusi dengan

mentor dalam

menentukan materi

mana yang akan

dipilih.

3. Integritas;

nilai integritas

tercennin dari

kegiatan Ini, dimana

penulis melakukan

kegiatan



yang akan dilakukan

dalam pembuatan

pedoman dan checklist.

4. Komltmen Mutu:

lercenTiin dalam kualitas

diskusi rapat yang

diarahkan penulis sesuai

dengan mutu yang ingin

dicapai dan fokus

sehingga target rapat

dapat terlaksana.

5. AntI Korupsi:

Tercemiin dalam

pembuatan laporan

singkat dan daftar hadir

yang jujur dan sesuai

dengan realisasi rapat,

sehingga nilai-nilai

kejujuran mempakan nilai

yang diutamakan.

Reran dan

ASN

a. Pelayanan

Tercermin

kegiatan

merupakan
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Kedudukan

Publlk:

dalam

ini yang

sebuah

pengumpulan materi

ini secara konsisten.
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kegiatan yang

menunjang pelayanan

bagi publik. Dimana

pedoman dan checklist

penyaluran detegasi

masyarakat nantinya

akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat

luas yang akan datang

ke DPR Rl.
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Alur kegiatan Aktualisasi

Beium optlmainya pelayanan penerimaandan penyaluran delegasi masyarakat

V

Rapat Internal

Penjadwalan rapat dengan staf TU

Pembuatan undangan rapat

Pelaksanaan rapat

Pembuatan Laporan Singkat rapat

Pengumpulan Materi

Mengumpulkan dan meminta literatur kepada Jajaran Unit

Upacara dan POM

Membaca literatur yang berhubungan dengan rancangan

aktualisasi

Pembuatan Desain Materi

Membuat desain dengan men^unakan MS. Word

Membuat desain dengan menggunakan Canva

Rapat Sosiaiisasi

Penjadwalan rapat

Pembuatan undangan

Pelaksanaan rapat

Laporan rapat

Sudah optlmainya pelayanan penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat

A



B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

1. Rapat Internal di Bagian Upacara dan PDM

Kegiatan pertama ini dilakukan supaya mendapatkan persepsi

yang sama antara penulis, mentor dan juga staf di Bagian Upacara dan

PDM dalam kaitannya dengan Panduan dan Checklist. Hal ini berguna

agar terciptanya kesinambungan dalam hal pengertian terhadap Panduan

dan Checklist yang akan penulis buat. Kegiatan ini diiakukan pada hari

Senin, 29 Juli 2019 pada jam 15.00 WIB di Ruang rapat Bagain Upacara

dan PDM. Dengan adanya rapat ini, penulis dapat menyerap masukan

dan saran dari staf di Bagian Upacara dan PDM.

Gambar Kegiatan pertama

Penjadwalan rapat internal

pembuatan undangan

Pelaksanaan rapat internal

Membuat pelaporan rapat

Nitai ANEKA Nilai Oraanisasi Peran dan Kedudukan
1 Akuntabiiitas Akuntabel Pelayanan Publlk
2 Nasionalisme Profeslonal
3 Etika Publik Integritas
4 Komitmen Mutu

5 AntI Korupsi

1.1Tahapan Kegiatan

a. Penjadwalan rapat internal

Tahapan ini dilakukan dengan staf di bagian Upacara dan PDM

untuk mengetahui jadwal kegiatan yang ada di bagian Upacara dan

PDM. Hal ini di maksudkan agar pelaksanaan kegiatan rapat internal
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dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kegiatan lain yang sudah

terjadwal sebelumnya. Penjadwalan rapat internal dilakukan dengan

teiiebih dahulu berkoordinasi dengan staf TU di bagian Upacara dan

PDM.

Penjadwalan dengan Staf TU

i

b. Pembuatan Undangan

Setelah melakukan penjadwalan dengan staf tu, kemudian yang

dilakukan pada tahap selanjutnya adalah pembuatan undangan rapat.

Undangan rapat dimaksudkan untuk memastikan waktu rapat, tema

rapat serta siapa-siapa saja yang akan hadir dalam rapat tersebut.

Realisasi kegiatan rapat internal sendih berlangsung pada hari Jumat

tanggal 29 Juli 2019.

c. Pelaksanaan Rapat Internal

Rapat internal dilaksanakan dengan tujuan agar terciptanya

penyamaan persepsi terkait penerimaan dan penyaluran delegasi

masayarakat antara penulis dengan Bagia Upacara dan PDM

khususnya Analis Humas dan Protokol. Pranata Protokol, dan Petugas

Protokol. Dalam rapat ini penulis mempresentasikan poin-poin apa
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saja yang akan ditakukan guna teriaksananya proses aktualisasi yang

ada kaitannya dengan Bagian Upacara dan PDM. Output dari tahapan

ini berupa daftar hadir yang ditandatangani oleh semua peserta rapat

internal.

Pelaksanaan Rapat Internal

d. Membuat Laporan Singkat Hasil Rapat

Tahapan terakhir dalam kegiatan rapat internal adalah membuat

laporan singkat Hasil rapat. Pembuatan laporan singkat berisikan

durasi rapat, isi rapat,dan reaiisasi peserta rapat. Pembuatan laporan

singkat hasil rapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan mentor,

sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Upacara dan

PDM.

1.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Terdapat lima nilai ASN yang tergambarkan dari kegiatan ini, yaitu:

a. Nilai akuntabilitas; nitai akuntabel dibuktikan penulis dengan

membuat pertanggungjawaban yang dapat penulis

pertanggungjawabkan, seperti undangan, daftar hadir dan

lapsing yang membuktikan jika penulis benar-benar

melaksanakan rapat.
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b. Nasionalisme; Terutama tercermin dari nilai sila yang keempat

yaitu musyawarah dan mufakat. Penulis bermusyawarah

dengan jajaran unit upacara dan PDM agar menghindari

kesalahan dalam pembuatan pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat.

0. Etika Publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam berdlskusi

dalam rapat yang mengedepankan sikap sopan dan santun

dalam mengemukakan pendapat terkait proses yang akan

dilakukan dalam pembuatan pedoman dan checklist.

d. Komitmen Mutu: Tercermin dalam kualitas diskusi rapat yang

diarahkan penulis sesuai dengan mutu yang ingin dicapai dan

fokus sehingga target rapat dapat terlaksana.

e. Anti Korupsi: Tercermin dalam pembuatan laporan singkat dan

daftar hadlr yang jujur dan sesuai dengan realisasi rapat,

sehingga nilai-nilai kejujuran merupakan nilai yang diutamakan.

1.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambarkan dari kegiatan ini,

yaitu ;

a. Akuntabel: tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN, dimana

kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dengan

membuat undangan, lapsing, dan daftar hadir.

b. Profesional; penulis mengerjakan kegiatan ini dengan

mengedepankan nilai professional dimana penulis

mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahulu,

dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi

dengan jajaran pegawai di Unit Upacara dan PDM.

c. Integritas: nilai integritas tercennin dari kegiatan ini, dimana

penulis melakukan kegiatan ini secara konsisten.
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1.4. Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercennin dalam

kegiatan ini, yaitu Pelayanan Publik. Pelayanan Publik tercermin

dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang

menunjang pelayanan bagi publik. Dimana pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat luas yang akan dating ke DPR Rl.

2. Mengumpulkan Bahan Panduan dan Checklist
Dalam rangka pembuatan panduan dan checklist penerimaan

delegasi masyarakat yang baik, langkah kedua yang dilakukan penulis

adalah mengumpulkan dan mencari literatur yang nantinya akan

dijadikan panduan penulis dalam membuat bahan panduan dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat. Untuk dapat melakukan kegiatan

tersebut, penulis melakukan dua tahapan, yaitu:

Mengumpulkan dan
meminta materi

Membaca Materi

51^

No. Nilai ANEKA Nilat Organisasi Peran dan Kedudukan
1 Akuntabilitas Akuntabel Pel^anan Publik
2 Nasionalisme Profesional
3 Etika Publik Integritas
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2.1 Tahapan Kegiatan

a. Mengumpulkan dan Meminta Materi

Pada kegiatan kedua yaitu pengumpulan bahan panduan

dan checklist penerinriaan dan penyaluran delegasi masyarakat,

tahapan pertama adalah meminta bahan penyaluran delegasi

masyarakat. Pengumpulan bahan dilakukan melalui buku-buku

terkait DPR dan SOP Penyaluran Delegasi Masyarakat. Bahan-

bahan didapatkan setelah berkonsultasi sebelumnya dengan

mentor yang lebih lama dan berpengalaman dalam menangani

penyaluran delegasi masyarakat di DPR Rl. Mentor tentunya

dapat memilih materi yang relevan agar bahan panduan checklist

dapat terkumpul dengan baik.

b. Membaca Materi yang Berhubungan dengan Rancangan

AktuaMsasi

Setelah diminta dan dikumpulkan, tahapan kegiatan lainnya

adalah membaca literatur yang terkait penyaluran delegasi

masyarakat di DPR Rl. Tahapan ini dilakukan dengan penuh

ketelitian agar menghindari kesalahan dalam pembuatan panduan

dan checklist penyaluran delegasi masyarakat. Tahapan ini juga

dilakukan dengan berkonsultasi dengan mentor agar menghindari

kesalahan interpretasi.

2.2 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Nilai-Nilai dasar ASN yang diiimplementasikan pada kegiatan

menyusun penyusunan pedoman dan checklist penyaluran

delegasi masyarakat, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu,

nasionalisme dan etika pubiik, yang akan dijabarkan sebagai

berikut:
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a. Nilai akuntabilitas: Tercermin dari tahapan permintaan dan

pengumpulan materi, yaitu menggunakan literatur yang

sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Nitai nasionalisme: Pengumpulan materi juga dllakukan dengan

berkoordinasi dengan mentor sehingga juga memiltki nIlai

nasionalisme khususnya sila ke empat, yaltu musyawarah dan

mufakat.

c. Nilai etika publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam

berdiskusi dengan mentor, penulis mengedepankan sikap

sopan dan santun dalam membuat janji dan berdiskusi

mengenai bahan apa saja yang akan dijadikan materi dalam

pembuatan pedoman dan checklist.

2.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambari^an dari kegiatan ini.

yaitu;

a. Akuntabel: tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN. dimana

materi yang dikumpulkan dalam kegiatan ini dapat

dipertanggungjawabkan oleh penulis.

b. Profesional: penulis mengerjakan kegiatan ini dengan

mengedepankan nilai professional dimana penulis

mengutamakan kepentingan organisasi teriebih dahulu,

dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi

dengan mentor dalam menentukan materi mana yang akan

dipilih.

c. Integritas: nilai integritas tercermin dari kegiatan ini. dimana

penulis melakukan kegiatan pengumpulan materi ini secara

konsisten.
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2.4. Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercermin dalam

kegiatan ini. yaitu Pelayanan Pubtik. Pelayanan Publik tercermin

dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang

menunjang pelayanan bagi publik. Dimana pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat luas yang akan datang ke DPR Rl.

3. Pembuatan Desain Panduan dan Checklist

Tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lain, pembuatan desain
panduan dan checklist penyaluran delegasi masyarakat merupakan
sebuah kegiatan yang penting untuk dilakukan agar desain yang nanti
telah dibuat menarik dan mudah dipahami, baik oleh Analis Humas dan
Protokol, maupun oleh masyarakat. Kegiatan ini sendiri mengedepankan
nilai komitmen mutu, karena tanpa desain yang memiliki mutu yang baik.
seluruh kegiatan ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan ini
sendiri dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

Membuat desain dengan
menggunakan MS. Word

Membuat desain dengan
menggunal<an Canva

No. Nilai ANEKA Nilai Organteashe-n^Li. iPeran dan Keducfukaii|^
1 Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik
2 Nasionalisme Profeslonal

3 Etika Publik Integritas
4 Komitmen Mutu
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3.1. Tahapan Kegiatan

a. Membuat Desain dengan menggunakan MS. Word

Sebagai tahapan awal dalam membuat desain, akan terlebih

dahulu dibuat dengan menggunakan MS. Word guna menghindari

kesalahan dalam desain yang kemudian akan dibuat

menggunakan aplikasi lainnya. Setelah desain dengan

menggunakan MS. Word dibuat, desain akan disampaikan kepada

mentor untuk mendapatkan persetujuan.

b. Membuat Desain dengan menggunakan Canva

Setelah desain dengan menggunakan MS. Word dimulai,

dibuat desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Pembuatan

desain ini dikonsultasikan kepada mentor agar menghindari

kesalahan. Tahapan kegiatan ini juga mengedepankan nilai

komitmen mutu dalam pelaksanaannya.

3.2 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Nilai-Nilai dasar ASN yang diiimplementasikan pada kegiatan

Penyusunan pedoman dan checklist penyaluran delegasi masyarakat,

yaitu: akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme dan etika publik,

yang akan dijabarkan sebagai berikut;

a. Nilai akuntabilitas; Tercermin dari tahapan membuat desain, baik

menggunakan MS. Word ataupun Canva, yang penulis dapat

pertanggungjawabkan.

b. Nilai nasionalisme: Pengumpulan materi juga dilakukan dengan

berkoordinasi dengan mentor sehtngga juga memiliki nilai

nasionalisme khususnya sila ke empat, yaitu musyawarah dan

mufakat.

c. Nilai etika publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam berdiskusi

dengan mentor, penulis mengedepankan sikap sopan dan santun

dalam membuat janji dan berdiskusi mengenai bahan apa saja
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yang akan dijadikan materi dalam pembuatan pedoman dan

checklist.

d. Komitmen mutu: kegiatan ini sangat mengedepankan nilai

komitmen mutu karena dengan pengerjaan yang efektif dan

efisien, mutu desain yang baik akan dihasilkan. Komitmen mutu

juga dijaga dengan mendiskusikan desain pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat dengan mentor.

3.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambarkan dari kegiatan ini,

yaitu:

a. Akuntabel: tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN, dimana

materi yang dikumpulkan dalam kegiatan ini dapat

dipertanggungjawabkan oleh penulis.

b. Profesional: penulis mengerjakan kegiatan ini dengan

mengedepankan nilai professional dimana penulis

mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahulu,

dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi

dengan mentor dalam menentukan materi mana yang akan

dipilih.

c. Integritas: nilai integritas tercermin dari kegiatan ini, dimana

penulis melakukan kegiatan pengumpulan materi ini secara

konsisten.

3.4. Reran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercermin dalam

kegiatan ini, yaitu Pelayanan Publik. Pelayanan Publik tercermin

dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang

menunjang pelayanan bagi publik. Dimana pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat luas yang akan datang ke DPR Rl.
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e. Rapat Sosialisasi di Bagian Upacara dan PDM

Setelah desain dibuat, dan output dari aktualisasi ini terealisasi,

kegiatan selanjutnya adalah rapat sosialisasi di Bagian Upacara dan

PDM. Rapat sosialisasi diperlukan agar jajaran pegawai di Unit Upacara

dan PDM mengetahui bagaimana bentuk dari panduan checklist

penyaluran delegasi masyarakat agar menghindari kesalahan. Adapun

kegiatan ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

•Penjadwalan rapat sosialisasi

• Pembatan Undangan

• Pelaksanaan rapat internal

'm •Membuat pelaporan rapat

No. Nilai ANEKA Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan
1 Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik
2 Nasionalisme Profesional

3 Etika Publik Inteqritas
4 Komitmen Mutu

5 Anti Korupsi

4.1 Tahapan Kegiatan
a. Penjadwalan rapat internal

Tahapan ini dilakukan dengan staf di bagian Upacara dan

PDM untuk mengetahui jadwal kegiatan yang ada di bagian

Upacara dan PDM. Hal tni di maksudkan agar pelaksanaan

kegiatan rapat internal dapat dilaksanakan tanpa mengganggu

kegiatan lain yang sudah terjadwai sebelumnya. Penjadwalan

rapat internal dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi

dengan staf TU di bagian Upacara dan PDM.
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a. Pembuatan Undangan

Setelah melakukan penjadwalan dengan staf tu, kemudian

yang dilakukan pada tahap selanjutnya adalah pembuatan

undangan rapat. Undangan rapat dimaksudkan untuk memastikan

waktu rapat, tema rapat, serta siapa-siapa saja yang akan hadir

dalam rapat tersebut. Realisasi kegiatan rapat internal sendiri

berlangsung pada hari Rabu tanggai 28 Agustus 2019.

b. Pelaksanaan Rapat Internal

Rapat internal dilaksanakan dengan tujuan agar terciptanya

penyamaan persepsi terkait penerimaan dan penyaluran deiegasi

masayarakat antara penulis dengan Bagia Upacara dan RDM

khususnya Analis Humas dan Protokol, Pranata Protokol, dan

Petugas Protokol. Dalam rapat ini penulis mempresentasikan

poin-poin apa saja yang akan dilakukan guna terlaksananya

proses aktualisasi yang ada kaitannya dengan Bagian Upacara

dan PDM. Output dari tahapan ini berupa daflar hadir yang

ditandatangani oleh semua peserta rapat internal.

Rapat Sosialisasi

44



c. Membuat Laporan Singkat Hasil Rapat

Tahapan terakhir dalam kegiatan rapat internal adalah

membuat laporan singkat Hasil rapat. Pembuatan laporan singkat

berisikan durasi rapat, isi rapat,dan realisasi peserta rapat.

Pembuatan laporan singkat hasil rapat dikonsultasikan terlebih

dahulu dengan mentor, sebelum mendapatkan persetujuan dari

Kepala Bagian Upacara dan PDM.

4.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Terdapat lima nilal ASN yang tergambarkan dari kegiatan ini, yaitu:

a. Nilal akuntabilltas; nilai akuntabel dibuktikan penulis dengan

membuat pertanggungjawaban yang dapat penulis

pertanggungjawabkan, seperti membuat undangan, daftar

hadlr dan lapsing yang membuktikan jlka penulis benar-benar

melaksanakan rapat.

b. Nasionalisme: Terutama tercermin dari nilai sila yang keempat

yaitu musyawarah dan mufakat. Penulis bermusyawarah

dengan jajaran unit upacara dan PDM agar menghindari

kesalahan dalam pembuatan pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat.

c. Etika Publik: Tercermin dalam sikap penulis dalam berdiskusi

dalam rapat yang mengedepankan sikap sopan dan santun

dalam mengemukakan pendapat terkait proses yang akan

dilakukan dalam pembuatan pedoman dan checklist.

d. Komitmen Mutu: Tercermin dalam kualitas diskusi rapat yang

diarahkan penulis sesuai dengan mutu yang ingin dicapai dan

fokus sehingga target rapat dapat teriaksana.

e. Anti Korupsi: Tercermin dalam pembuatan laporan singkat dan

daftar hadir yang jujur dan sesuai dengan realisasi rapat,

sehingga nilai-nilai kejujuran merupakan nilai yang

diutamakan.
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4.3. Penguatan Ntlai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang tergambarkan dari kegiatan ini,

yaitu;

a. Akuntabel; tercermin dalam nilai akuntabilitas ASN, dimana

kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penults dengan

membuat undangan, lapsing, dan daftar hadir.

b. Profesional: penulis mengerjakan kegiatan ini dengan

mengedepankan nilai professional dimana penulis

mengutamakan kepentingan organisasi terlebih dahuiu,

dibandingkan dengan kepentingan pribadi dalam berdiskusi

dengan jajaran pegawai di Unit Upacara dan RDM.

Integritas: nilai integritas tercermin dari kegiatan ini, dimana

penulis melakukan kegiatan ini secara konsisten.

c.

4.4. Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang tercermin dalam

kegiatan ini, yaitu Pelayanan Pubfik. Pelayanan Publik tercermin

dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah kegiatan yang

menunjang pelayanan bagi public. Dimana pedoman dan checklist

penyaluran delegasi masyarakat nantinya akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat luas yang akan datang ke DPR Rl.

C. Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Aktualisasi
Pihak yang terlibat dalam aktualisasi ini terdiri atas pihak internal yaitu :

Internal Eksternal

• Analis Humas dan Protokol

• Staf Penyaluran Delegasi
Masyarakat

• Masyarakat yang mendapatkan pelayanan
dari bagian Penyaluran Delegasi
Masyarakat
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D. Analisis Dampalc Jilca Kegiatan Tidak Diiakukan

No Kegiatan
Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak

diiakukan

1

Rapat dengan jajaran Bagian
Upacara dan Penyaluran Delegasi
Masyarakat

Tidak adanya kejelasan dalam apa yang
harus diiakukan oleh Anaiis Humas dan
Protokol

2
Mengumpulkan materi-materi terkait
DPR Rl

Tklak terkumpulnya materi terkait DPR
Rl

3

Membuat Desain Infografis Panduan
dan checklist penermaan delegasi
masyarakat

Tidak sesuainya gambar dengan
keseharusannya

4

Koordinasi dengan Kabag dan
Kasubag terkait hasii desain
infografis

Tidak berjalannya aktualisasi pada
bagain Upacara dan POM
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NO

10

11

E. Time Schedule

KEGIATAN

Rapat internal
dl Bagian
Upacara dan
PDM

Penjadwalan
rapat internal

Pembuatan

Undangan

Pelaksanaan

rapat internal

Membuat
laporan rapat

Mengumpulka
n bahan

Panduan dan

Checklist

Mengumpulka
n dan meminta

materi

Membaca

materi

Pembuatan

desain

panduan dan
checklist

Membuat

desain dengan
ms.word

Membuat
desain dengan

AGUSTUS
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12

13

14

16

16

canva

Rapat
sosialisasi di

Bagian
Upacara dan
PDM

Penjadwalan
rapat
sosialisasi

Pembuatan

undangan

Pelaksanaan

rapat

Membuat

laporan rapat

Keterangan;
•: Rancangan

Pelaksanaan

Akhir Pekan
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi merupakan bentuk pembelajaran bagi penulis
dalam menjalankan kegaitan di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl khusunya di Bagian Upacara dan Penyaluran
Delegasi Masyarakat. Melalui aktualisasi ini pula penulis dapat
merelasisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas.

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi).

Dalam menjalankan aktualisasi ini, penulis mencoba merealisasikan

Panduan dan Checklist penerimaan dan penyaluran delegasi masyrakat.
Dengan adanya Panduan dan Checklist penerimaan dan penyaluran
delegasi masyarakat ini diharapkan seluruh staf di Bagian Upacara dan
PDM dapat menggunakan panduan dan checklist tersebut dalam

melayani delegasi masyarakat khususnya kepada analis humas dan

protokol yang berada di Bagian Upacara dan PDM.

Panduan dan checklist ini dapat juga digunakan untuk membantu

memudahkan penerimaan dan penyaluran delegasi terkait permasalahan
yang masyarakat ceritakan. Sehingga masyarakat yang dating dapat

diarahkan sesuai dengan permasalahannya masing-masing.

B. RekomendasI

Panduan dan Checklist penerimaan dan penyaluran delegasi masayrakat
ini masih memiliki banyak kekurangan. Diharapkan kekurangan yang
masih ada ini dapat disesuaikan di dalam berjalannya penerimaan dan

penyaluran delegasi masyarakat. Dan diharpkan pula Panduan dan

Checklist ini dapat disempurnakan dalam pelaksanaannya sehingga
panduan dan checklist ini dapat membantu kinerja pelayanan terhadap
masyarakat menjadi lebih baik lagi.
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LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumen

1. Kegiatan Pertama

Nofnor

SiTol

Defeat
Lampiraii
Hal

Undangan Rapat internal

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK IMDONE$l^

JLN JENOERALGATOTSUBROTO JAKARTA KODEPOS 10270
TELP (021) 5715 340 FAX (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSire : wnww.dpr gaM' \

07

PCTifinj:

i (.S^iu)

Rapai KounliiuBt

26 Jitii 2019

Ktfpada Vlh.

(Daftar Tcrlampir)
. SckreuriaC JcikJctuI dan HaJoH kcuhliun IM»R R|

Di Tcmpai

htirmul kunti sampailun hahwa Siaf Ragton Upacwa dan PIMt
akar mcliikKiniiLm i-Aiiliusi Petokionaan Aktualtsa« daloir rangka Pciatlaa
DauarCI'NSAiii-kuimi II.

SchufHiiig;m Jonjjan hal icrscbuu kami mensdiarapkan
Bapak'lhu poda Avais Rapai Kuurdiruisi yang akan dilakixtnakan

Hari. tan}^!
Wakni

Acan

Tempat

Senin. 29 Juli 20l«)
15.00 WIB

Pcmhahasan Panduan dan Checkii^ Pe
ilan Penyaiunm l>ele^si Masyarakat
Ruang Rapat Bagian Upacara danPDM
Ckl. NusoiiUtra 111 Ll.l

Oemikian kami sompaikan. atas pcriisiian sena kefaadinnnya, k«ptei
ucapkan lerima kasih.

Plh. KepalaBagianllpacaradann>M,

n
A

Ade Efendi>S.So«

NIP. 197111121993021001
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Tanda Terima Undangan Rapat Internal

LAMPIRAN DAFTAR UNDANGAN

/PT,02/07/2019

NAMA

Ade Efendi. S Sos. M M

Ikawati, S E . M M

Andy Errlo

tarsa Priono

Bambang Ari Pramono. S.E

Sutiya

Dian Yunita Sari

Muhammad Rosadi

iudhy Cahyono

Sobur

11 VM Ridho Prabowo. S.I Kom

Gayatri Sekar Taji, S.Sos

Ayuningtyas. S.I.Kom

JABATAN

Kasubbag Penyaluran Delegasi Masyarakat

Kasubbag Upacara

Analis Humas dan Protokol

Analis Humas dan Protokol

Pranata Acara

Pranata Acara

Pengelola Data

Petugas Protokol

Petugas Protokol

Pengadminlstrasi Umum

PPNPN

PPNPN

PPNPN
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Daftar Hadir Rapat Internal

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAOAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK tNDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KOOe POS 10270
TELP (021) 5715 349FAX (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE ;wwW.dpr.flO.W

Hari/Tangga
Pukul

Acara

Tempat

NAMA

DAFTAR HADIR

Senin, 29 Juli 2019
15 00 WIB sW Selesai

Rapat Koordinasi Pembahasan Panduan dan Checklist

Ruang Rapat Bagtan Upacara dan PDM

JABATAN

1 Furcony Pulrj Syakura, S H, Kepala Bagian Upacara
M H M Kn dan PDM

Ade Efendi, S Sos M M

Ikawah. S E . M M

4. I Andy Errio

Tarsa Priono

Afry Ihsan Takfinn Kusuma

Kasubbag Penyaluran
: Oelegasi Masyarakat

Kasui»ag Upacara

Analts Humas dart

Protokol

Anaiis Humas dan

Protokol

AnaliS Humas dan

Protokol

Bambang An Pramono. S E ; Prar^ataAcara

Pranata Acara

Dian Yunita San Pengelola Data

Muhammad Rosadi Petugas Prototoi

Budhy Cahyono P^ugas Protokd

Sobur Pengadministrasi Umum

M. Ridho Prabowo. S.I Kom ; PPNPN

Gayatri Sekar Taji, S.Sos PPNPN

mnQtyas, S I.Kom PPNPN
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Laporan SIngkat Rapat Internal

SEKRETARtAT JENDERAL DAN BAOAN KEAHLIAN
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

AN JENDERALGATOT SueHOTO JAKASTAKODE POS 10270
TELP <021)5715349 FAX (D21) 15 423 r5715 925. WEBStTE www dprgold

LAPORAN SINGKAT

rapat KOOROINASI PANCXJAN dan checklist PCNEmMAAN -r i
PENYALURAN DELEGASI MASYARAKAT

Hah/Tanggal

Waklu

Tempat

Oaftar Hadir

Senin, 29 Jult 2019

1S00WIB

Ruang Rapat bagian Upacaradan PDM

Tarlampir

A PENDAHULUAN
Rapat dibuka pada pukul 1S.D0 WiB

B POKOK-POKOK PEMBAHASAN
1 Rapat dibuka oleh Bapak Ade elendi. S.Sos.. MM.
2. Pembacaan Ooa

3. Pembahasan Panduan dan Checklist penerimaan dan penyalurai
delegasi masyarakat.

4. Saran dan Masukan terkait Panduan dan Checklist penenmaan dan
penyaluran detegasi masyarakat.

C. PENUTUP

Ri4»i dihJiuppada pukul 16.30 WIB
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2. Kegiatan Pengumpulan Materi

Website dpr.go.id
O O dp* 9014r,;

sMinu ^W^Drvi^el K9ftt>k

DEWAN PERWAKIUN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

rp(C> ^VD Pj'Un«n Q L^»n«n ^ ni

RMPINANOra

SAOAN MUSVAMMRAH

KOMISt

BAQAH lEGQlASl

BAflAN «MGr.MAN

eu.R.T

BK^AP

BAK.N

MAMKAMAM KIHORMAfAh

MWAN

Buku Selayang Pandang DPR

« A A



3. Kegiatan Pembuatan Desain

Pembuatan gambaran dengan word

8) B O • CAMCAXilNMMDUANMMLHICrilSi MctvxiflWsid t 9 - S X
HOM lAMI XSIGH MauirOVt tfTDttNOS KVfW vilw

AmO «Mb

Moa. tkmitrM

< Rum Q.
Zoofn

r"i • OiMPtgt -5? P ~ a5Vi««Vd«bjS.dt n.
Gttdkm '-Hi

t«9%
nUMi««k»<aa 3 - '—' ., ».—

Un, A>r<n»t tpU *MU99

NMgMenPm W»**r JJI ' Wwd»i*i'

.'Mf Wmam
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Panduan Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

PANDUAN
Penerimaan
dan Penyaluran
Delegasi Masyarakat

iw

.1- '.T.u- -/it.Li'. ::fV

Fraksi
fraicutmtugas m»ngkoMdln*uk»nk»glaun jntpotanyt
d*mt miiQooilmMkjtn »Maivltai dm •tettantf k»if»
an(fgot»d0*mn.

X2S
fRAXsl JPtlSIHMOl* X'«/C<9

/ <if

DPRRi

FUNGSI LEGISLASI

• V«*rK»'«^WI ftMJ {MtJtU'i uirh 0^ CUAM
0U%M

• OlXf >«n9 pi»*» Pvia^^n

• WtwwWUU be'sem*

• aMj t^SM rwnv««i4u> ov^

«•«(.*««» nw«^M» XMJ

FUNGSI ANGGARAN

»•«»>» PPQ

>(w«amunMg

. WvMvfiu-. 4tu Pl*J IftaQ APSN C»iw*ta-^iMan Pi«>it»ii)
• k%i><Qe">ilM^M«l>«Mri«ftnD(>CKnl>UUier««iaJmN«ViRUUMrM

MnOdiUx dan «g*n«i
• WtO'vlaUit'tii "«« pewMiMnflUi i»nge«uen (SmianogK^jieiie

kMiqvi fang dwnpuun aan tPK
• Ifcul 1..^ , d.... J

ti*»cliimp»* luM rw*7 rwcyM BflK^
dmoan DMttn *«avi^an

FUNGSI PENGAWASAN
• Wf-amw nonq—Mnlynaaupo«*««Mnjiin W APBNdVKMqcMn

patlarrvjin

• rviwi roiquMn /arg «un<i«iw< aMft (M>
iwul o> «kw>ain lAI wigKt^ awmm dMr»> paiMaoMian |i»iiili»w
ilf pcog^unqan (tw»i pengroiMn S£U dm SOC Viftni*. pMMMkM
»fW smM 9tn*ah^ av>

rMMti •*•/>«•* >

KOMIM
Kt«T«v«e»*»<eui^ WB
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Checklist Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

j SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONE&IA

JLN JENDERAL OATOT SUBROTO JAKARTA KOOE POS 10270

."V . TCLP (021) S71S J49 FAX 1O2I) 571S 423/5715 92S WEBSITE «wViV»dor ao tn

Checklist Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

Hari

Tartggal

Jam

Asal OelegasJ

No Hp Oel«gasl

Jumlah Delegasi

Permasalahan

Penerima Delegasi

AnaHsis

- 2019

WIB

1. Instanai 2.Kelompok 3. Perorwigan ')b.i
Keterangan ;

Oraog

59



4. Kegiatan Rapat Sosialisasi
Undangan Rapat Sosialisasi

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715349 FAX, (021)5715423/5715 925.WEBSITE :www.dpr.flo.W

Nomor :\SX Ti-i»J (W
Sifat : IVntint:

" Derajat : Seycni
(.ampiran ; 1 (Satu>
HaJ : Kapat Kixtrdinusi

Kepada Vih.
<Dat)ar lerlampir)
Sekreiarial Jenderal dan liadan kcahlian DPR Rl
Di Icnipal

2.7 Agustus20l9

IX'ngan hormai kami siUTipaikan bahwa Slaf Bagian Upacara dan PDM
akan melaksanakan l-valiKLsi i'ctaksanaan Aktualisasi dalam rangka Pelatihan
DasarCPNS Angkalan II.

Sehuhungan dcngan hal tersebul. kami mcngharapkan kehadiran
Bapak-'Ibu pada Acara Rapal kwrdtnasi yang akan dilaksanakan pada;

Man. (antjgal
Waktu

Acara

Tempat

Rahu. 28 Agustus2019
15.(M) W IFl

Sosialisasi Panduan dan Checklist Penerimaan
dan Fenyaluran Dclcgasi Masyarakat
Ruang Rapat Uagian Upacara dan PDM
Gd. Nusamara HI Lt.l

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kehadirannya, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Bagi/Oi Upacara dan PDM>

60

Furconv Pu^:
NIP. 19681 Us 199302 2 001

M.H.. M.Kil
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Tanda Terima Undangan Rapat Sosiaiisasi

LAMPIRAN DAFTAR UNDANGAN

/PT.02/08/2019

NO

1.

2.

NAMA

Ade Efendi. 8 Sos. M M

Ikawati. S E.. M M

Andy Errio

tarsa Pnono

5. Bambang Ari Pramono. S.E

Sutiya

7. Dian Yunita Sari

Muhammad Rosadi

9. Budhy Cahyono

10. Sobur

11. M. Ridho Prabowo, S.I.Kom

12. Gayatri Sekar Taji, S.Sos

13. Ayuninglyas, S.I.Kom

61

JABATAN

Kasubbag

Penyaluran Oeiegasi Masyarakat

Kasubbag Upacara

Analis Humas dan Protokol

Anaiis Humas dan F'rotokol

Pranata Acara

Pranata Acara

Pengelola Data

Petugas Protokol

Petugas Protokol

Pengadministrasi Umum

PPNPN

PPNPN

PPNPN



Daftar Hadir Rapat Sosialisasi

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 34S FAX (021) 571S 423/ 571S 925. WEBSITE WWW dpfgO.P

DAFTAR HADIR

Hann"anogal Rabu. 28Aguslus 2019
Pukul 15 00WIBs/dSelesai

Rapat Koordinasi Pembahasan Panduan dan Checklist
Tempat Ruang Rapat Bagian Upacara dan RDM

NO Tnama JABATAN

1. Fufcony Putn Syakura. S.H , : Kepaia Bagian Upacara
MH. M.Kn : dan pn»j

Ade Efendi. S Sos. M M

(Kawati. S.E.. M M

Andy Errio

5. I Tarsa Phono

6. 1Affy Ihsan fakfim Kusuma

Kasubbag Penyaluran
Deiegasi Masyarakal

Kasubbag Upacara

Analis Humas dan
Protokol

j Analis Humas dan

Protokol

Analis Humas dan

Prolokol

BambangAri Pramono. S E 1 Pranata Acara

Pranata Acara

Dian Yunita Sari Pengelola Data

Muhammad Rosadi Petugas Protokol

11 I Budhy Cahyono ! Petugas Protokol

12. Sobur Pengadministrasi Umum

M. Ridho Prabowo. S.I.Kom PPNPN

GayatriSekarTaji. S.Sos PPNPN

AyuningeyM, S.I.Kom PPNPN

62

TANDATANGAN



Laporan Singkat Rapat Sosialisasi

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

JLN JENOf RAi GATOT SfiBPOTO JAKARTA KODE POS 10270

_ gLP (0?i) 5715.^9 FAX (02 1) ?.n5 4M <5/1S 925 WEBSITE www rtpf QO kJ

LAPORAN SINGKAT

penyaluran delegasi masyarakatrapat KOORDUgASI PANOUAN DAN CHECKLIST PENERIMAAN

Harj/Tanggaf

Wakhj

Tempat

O^Iar Hadir

Rabu. 28 Agustus 2019

15 00WIB

Riiang Rapal bagian Upacara dan PDM

Teriamptf

A. PENDAHULUAN

Rapat dtbuka pada pukul 15.00 WIB

B. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

i S "H.UK..

' """"""
4. Saran dan Masukan terkail Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi.

C. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.30 WIB

Kabag Uparara dan POM.

Furconv Putri Svakura. S.H.. M.H.. M.Kq.

NIP. 19681125199302 2 001
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B. Lampiran Foto Delegasi
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Lampiran Checklist
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Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PESERTA

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II

TAHUN 2019

Nama

Instansi

Nip.

Affy Ihsan Takfim Kusuma
Setjen dan BK DPR Rl
19921128 201903 1 001

Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., M.A.P

la
1 lO)/-} 1XX'̂

gSiiiliili
at^(K

2 Zldl lov?)
3 ?exv\\3vjc\Kay\

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Dst..

(*) Pembimbingan yang sah
adalan pembimbingan yang
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

Rusmanto, SH., MH



Sekretariat Jenderai dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MENTOR

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN

TAHUN 2019

Nama

Instansi

NIP.

Ridha Khoirunnisa

Setjen dan BK DPR Rl

199112222019032001

Nama Mentor: Agus Supriyono, S.S., M.A.P.

Tanggal
Pembimbinqan

!su Permasalahan yang
Dibahas

Media

Komunikasi •

Rekomendasi

Pembimbinqan
Tanda Tangan^

Mentor*'̂ . B

1
ey\ur E>Cr^erflw

2 /s /^ol9 t<oorclfo8iv
\ "

\y^
3 Sef4:etvvv>

to(N<5

diuev'.ii

4
(dCwf-t )

5
(Nee

rs «>wrv^ <i\ AcC

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Dst..

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor
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Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia
MENTOR

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II

TAHUN 2019

Nama

Instansi

NIP.

Affy Ihsan Takfim Kusuma
Setjen dan BK DPR R!
19921128 201903 1 001

8

10

11

12

13

14

I

'A/

UI
9 /^ie>
81

gI

n.lo) ajo\9

Dst..

c,U8LV-lvy>

QeyfV'̂ '

Vc^?Of 6-

\lOx>rAvK. ^0^'^

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor

Nama Mentor :Ade Efendi, S.Sos., M.M.

iiNuaAUHf'ftirU

VtoA-^yvv^

V>i^WV7 V>J*CV>

Vv^^'
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